BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Menimbang :

Mengingat

(PDAM) KABUPATEN BONDOWOSO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONDOWOSO,

bahwa untuk pemberdayaan masyarakat, peningkatan perekonomian daerah
dan Pendapatan Asli Daerah melalui penambahan permodalan kepada
berbagai pihak di Kabupaten Bondowoso, perlu adanya peran aktif
Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam bentuk penyertaan modal usaha ;
bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, penyertaan modal Pemerintah
Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah anggaran yang akan disertakan
dalam tahun anggaran yang berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal
Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten
Bondowoso ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730) ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan
dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat 11 Bondowoso Nomor 2 Tahun 1993
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah
Tingkat I Bondowoso ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

Menetapkan :

dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN
BONDOWOSO.

BABI.....
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.

5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kabupaten Bondowoso (yang belum
dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan
uang.

8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal
daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha
swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan
usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyertaan Modal Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat
lainnya.

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan
kesejahteraan rakyat dan peningkatan pelayanan PDAM kepada masyarakat.

(3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.

BAB Il
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3
Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM.

BAB IV
BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM untuk tahun 2010 sebesar
Rp. 58.083.607,67 (lima puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu enam ratus
tujuh koma enam puluh tujuh rupiah) yang merupakan Bagian Laba Pemerintah
Daerah Atas Laba Bersih PDAM Tahun 2008.
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(2) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dilakukan dalam bentuk investasi
sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp. 8.824.767.702,38
(delapan milyar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh
tujuh ribu tujuh ratus dua koma tiga puluh delapan rupiah), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

(3) Hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menjadi hak
Pemerintah Daerah dan merupakan Pendapatan Asli Daerah, yang disetorkan
kembali sebagai penyertaan modal daerah kepada PDAM sesuai peraturan
perundang-undangan.

(4) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan jumlahnya sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar
rupiah).

(5) Penetapan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM pada tahun-tahun
berikutnya ditetapkan jumlahnya dengan Keputusan Bupati dan tercatat dalam
Neraca Daerah dengan ketentuan jumlahnya tidak melampaui batas plafon
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah berhak menerima laporan tahunan terhadap kemajuan
keuangan yang diterbitkan PDAM dan laporan keuangan yang sudah diaudit.

(2) PDAM berkewajiban membuat laporan tahunan terhadap kemajuan keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepada
Ketua DPRD pada akhir tahun anggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 1 Agustus 2011

BUPATI BONDOWOSO,
ttd
AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 16 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,
ttd
MARSITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI E



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN BONDOWOSO

uMuM

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bondowoso merupakan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan setiap tahunnya memberikan peningkatan
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso. PDAM Kabupaten
Bondowoso sebagai penyedia jasa intermediasi, berfungsi sebagai penggerak dan pendorong
laju pembangunan (agent of development) untuk mendukung pertumbuhan dan
perkembangan perekonomian daerah. Dalam mengembangkan usaha serta meningkatkan
fungsi PDAM Kabupaten Bondowoso berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang
air minum, maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu melaksanakan penyertaan modal
sesuai dengan perkembangan usahanya berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Dalam menjalankan usahanya, PDAM Kabupaten Bondowoso wajib menerapkan
prinsip-prinsip good corporate governance. Salah satu upaya dalam mewujudkan prinsip
good corporate governance adalah melalui, pertama kepastian perlindungan atas hak-hak
pemilik saham dan kepastian diberlakukannya kontrak yang adil dengan penyedia sumber
daya/bahan. Kedua, pengklarifikasian peran dan tanggung jawab pengelolaan, serta usaha-
usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan pengelolaan dan kepentingan pemilik
saham untuk diawasi oleh direksi. Ketiga, kepastian bahwa perusahaan memenuhi kewajiban
hukum dan peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat dalam bidang
transparansi. Salah satu wujud dari upaya transparansi dari pengelolaan dana masyarakat di
PDAM Kabupaten Bondowoso adalah melalui pengumuman neraca keuangan serta
perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik di surat kabar yang
peredarannya menjangkau wilayah Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegaskan kembali dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menetapkan
bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah anggaran
yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah.

Untuk itu penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada PDAM
Kabupaten Bondowoso harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup Jelas



Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR
TANGGAL :

7 TAHUN 2011
1 Aqustus 2011

BENTUK INVESTASI PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PDAM
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010

No.

BENTUK INVESTASI

JUMLAH
(Rp)

[

Penyediaan Tanah seluas 6.720 m?

51.941.500,00

Aset eks P2AB yang dihibahkan ke Pemerintah Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat |1 Bondowoso

5.580.874.604,67

Berita Acara Serah Terima No. 50/1858/430.513/2002
tanggal 14 Januari 2002

a. Pembuatan broncaptering dan pipa PVC Wringin,
Maesan dan BNA ;

b. Pembuatan Intake, Rumah Pompa, Daya PLN dan
Pompa serta Pemasangan Pipa ;

c. Pembuatan Sumur Bor, Pemasangan Pompa dan
Daya PLN serta Pemasangan Well Head dan
Pemasangan Pipa ;

261.500.000,00
361.380.000,00

357.211.000,00

Bantuan dana Pengadaan 7 Unit Chlorinasi sesuai SPMU
BVR No. 36 tanggal 5 September 2002

369.600.000,00

Bagian Laba Pemerintah Daerah Atas Laba Bersih
PDAM Tahun 2006, sesuai Surat Bupati Bondowoso No.
539/1277/430.22/2007 tanggal 30 November 2007

470.582.089,54

Bagian Laba Pemerintah Daerah Atas Laba Bersih
PDAM Tahun 2007, sesuai Surat Bupati Bondowoso No.
616/988/430.51/2008 tanggal 18 November 2008

144.434.317,00

Bagian Laba Pemerintah Daerah Atas Laba Bersih
PDAM Tahun 2008, sesuai Surat Bupati Bondowoso No.
900/1328/430.814/2011 tanggal 11 Mei 2011

58.083.607,67

Bagian Laba Pemerintah Daerah Atas Laba Bersih
PDAM Tahun 2006, sesuai Surat Bupati Bondowoso No.
539/1277/430.22/2007 tanggal 30 November 2007

470.582.089,54

Bagian Laba Pemerintah Daerah Atas Laba Bersih
PDAM Tahun 2007, sesuai Surat Bupati Bondowoso No.
616/988/430.51/2008 tanggal 18 November 2008

144.434.317,00

Bagian Laba Pemerintah Daerah Atas Laba Bersih
PDAM Tahun 2008, sesuai Surat Bupati Bondowoso No.
900/1328/430.814/2011 tanggal 11 Mei 2011

58.083.607,67

Pemasangan perpipaan eks APBD | di Desa Taal
Tegalampel.

194.652.700,00

Pemasangan Perpipaan 7 (Tujuh) HU Eks APBD I1 di
desa Sumber Malang Wringin

339.907.883,35

10

Pengadaan Sumur Boor Pompa Perpipaan dan HO Ds.
Karangsengon APBD 11

634.600,00

JUMLAH

8.766.684.094,56

Keterangan : Hasil Audit BPK Tahun 2011 Saldo per 31 Desember 2010

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI




